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ABSTRAK

Ade Irna Titania (2025) : Pelaksanaan  Pengawasan Rumah  Detensi
Imigrasi  Pekanbaru Dalam Penanganan
Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33
Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi
Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33
Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.” Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Rumah Detensi
Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan Pasal
33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, serta apa saja faktor penghambat
dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Rudenim Pekanbaru
dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola pengungsi
Rohingya sesuai dengan kebijakan keimigrasian nasional yang berlaku.

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang
mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial atau praktik di lapangan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi
pustaka. Pendekatan ini bertujuan menilai kesesuaian antara norma hukum
tertulis dengan praktik pengawasan terhadap pengungsi di Rudenim Pekanbaru.

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas bagaimana pengawasan
keimigrasian oleh Rudenim Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya belum
berjalan secara optimal. Kendala-kendala yang ditemukan antara lain tidak
adanya aturan teknis pelaksana, ketidaksesuaian fungsi antara Rudenim sebagai
tempat detensi dan fungsi pengawasan terhadap pengungsi, keterbatasan sarana
dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antarlembaga terkait. Oleh karena itu,
dibutuhkan perbaikan regulasi, penguatan sinergi lintas sektor, dan peningkatan
kapasitas kelembagaan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci : Pengawasan Keimigrasian, Rudenim Pekanbaru, pengungsi
Rohingya
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MOTTO : ”Setetes keringat orang tuaku, ada seribu langkahku untuk maju”

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat
Allah Subhanahu WaTa’ ala. Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis
limpahkan kepada nabi muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan
Rumah Detensi Pekanbaru Dalam Mengelola Pengungsi Rohingya Berdasarkan
Kebijakan Keimigrasian Nasional”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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pertama penulis, dan pintu surgaku Ibunda Andi Lisna, beliau memang tidak
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membawa penulis sampai pada tahap jenjang sarjana, dengan segala usaha
dari hasil keringat, serta doa-doa yang selalu mengiringi langkah penulis.
Terimakasih untuk setiap pelukan motivasi dan doa yang tak pernah putus,
sehingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih karna telah menjadi orang tua yang hebat.
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telah mempermudah penyelesaian skripsi ini.
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pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
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Hukum UIN SUSKA RIAU.
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Ibu Dr. Jumni Nelly, M. A.g. selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang
telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan
selama penulis melakukan pendidikan di Univeristas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.
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Bapak dan ibu dosen di Program Studi llmu Hukum yang telah membekali
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selama proses penelitian ini. Dukungan dan kerjasama yang diberikan sangat
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Teruntuk Adikku tercinta Ahmad Hafi, Terimakasih telah menjadi
penyemangat dalam diam, teman disetiap letih, tawa di sela penat.
Kehadiranmu selalu mengingatkan penulis untuk terus kuat dan tidak
menyerah. Semoga kelak kita bisa tumbuh bersama, saling membanggakan,
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Putri, Yohana Putri, Ummy Agustina Putri dan Meisya Putri terimakasih telah
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Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang
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dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan



hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Ade Irna
Titania. Anak pertama yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang
dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada
umumnya. Terimakasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh
ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan.
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dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin
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dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang
konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat
untuk perkembangan keilmuan dimasa depan.
Pekanbaru, Juni 2025
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah tempat penampungan
sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Rudenim
merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Secara
legal formal (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian),
pengungsi lintas batas tanpa dokumen perjalanan yang sah dianggap sebagai
imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia, sehingga tindakan
administrasi yang diambil pihak keimigrasian adalah menempatkan mereka di
penampungan sementara berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). *

Secara etimologi keimigrasian mengandung dua makna yaitu migrasi
ke luar negara (emigrasi) dan migrasi ke dalam negara (imigrasi). Hal ini
memperlihatkan bahwa negara sebagai teritori yang berdaulat memiliki
peranan utama dalam pengaturan migrasi. Negara harus memastikan bahwa
migrasi warganya ke luar dari wilayah tidak menegasikan kedaulatan negara
demikian juga orang asing yang masuk ke negara menghormati kedaulatan
negara.’ Keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dasar

hukum yang mengatur mengenai pengawasan keimigrasian di Indonesia

! Apriadi Apriadi and Nur Rachmat Yuliantoro, “Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim
Surabaya),” TRANSBORDERS: International Relations Journal VVolume 2, No. 1 (2018). h.26

? Masfi Sya’fiatul Ummah, “Hukum Keimigrasian,” . (Depok : rajawali Pers, 2022) h.
225.



adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

yang disahkan pada tanggal 5 Mei 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan wujud penegakan kedaulatan

negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.® Isi dari pasal 6

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah :

1.

Ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang
asing yang dikenai tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.

Deteni adalah Orang Asing penguni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang
Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari
pejabat Imigrasi .

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah
Indonesia.

Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nahkoda,
kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
Penumpang adalah semua orang yang berada diatas alat angkut, kecuali
awak alat angkut.

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik
Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik

Indonesia.*

¥ Ratih Sholeha, Skripsi : “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Oleh Rumah Detensi

Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri". (Pekanbaru :
Universitas Lancang Kuning, 2023.)

* Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian Pasal 6.



Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di
Indonesia wajib untuk memiliki izin tinggal yang sah, tidak terkecuali pencari
suaka dan pengungsi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip equality before the
law, di mana setiap individu, tanpa memandang status atau kewarganegaraan,
diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan tidak adanya kekebalan
hukum, pencari suaka dan pengungsi masuk kedalam kategori yang harus
tunduk pada hukum nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Goodin
(1996), bahwa prinsip kesetaraan hukum adalah elemen penting dalam
menjaga legitimasi negara dan memastikan keadilan bagi semua pihak. >

Isu imigrasi merupakan salah satu perbincangan yang semakin
mendalam dalam konteks global dewasa ini. Fenomena ini tidak hanya
mencerminkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain, tetapi juga
memunculkan serangkaian pertanyaan terkait keamanan, hak asasi manusia,
dan tantangan sosial-ekonomi. Dalam era globalisasi yang kian berkembang,
migrasi telah menjadi elemen integral dalam dinamika perkembangan
masyarakat. Seiring dengan itu, timbul kebutuhan mendesak untuk membahas
dan mengatasi isu-isu kompleks yang terkait dengan imigrasi, termasuk
pengawasan terhadap individu yang memasuki suatu negara serta perlunya
pendekatan yang manusiawi dalam mengelola rumah detensi imigrasi.

Pengantar ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pengawasan imigran dan

® Direktorat Jenderal Imigrasi, "Prinsip Kedaulatan Absolut dan Pendekatan Principal-
Agent Theory: Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia,”,
https://www.imigrasi.go.id/.( Di akses 2 Januari 2025).



rumah detensi imigrasi sebagai bagian penting dari upaya global dalam
mengelola tantangan-tantangan imigrasi modern.

Adanya perlintasan internasional telah mempermudahkan semua orang
untuk melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya.
Keleluasaan perpindahan tersebut dalam perpindahan antar negara menjadikan
adanya hak dasar atau hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi
Perkembangan migrasi internasional memperlihatkan peranan utama negara.®

Pada Bulan Mei 2015 sekitar 800 pengungsi dari Rohingya datang ke
Indonesia, tepatnya di Aceh. Saat itu pemerintah junta militer Myanmar masih
menerapkan politik diskriminasi terhadap suku minoritas di Myanmar, yaitu
Rohingya. Para pengungsi Rohingya melaporkan mereka mengalami
kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah seperti bekerja tanpa digaji dalam
proyek-proyek pemerintah dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)
lainnya. Setibanya pengungsi Rohingya tersebut di Indonesia, rakyat
Indonesia membantu pengungsi tersebut dengan memberikan tempat tinggal
dan pangan kepada mereka. Tindakan Indonesia dalam hal ini sudah jelas
membuktikan kepada warga dunia bahwa Indonesia sudah menjunjung tinggi
nilai kemanusiaan. Meskipun Indonesia belum mengaksesi konvensi tentang
pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan rasa
simpatiknya terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu secara tidak
langsung, Indonesia merupakan negara yang patut dijadikan contoh oleh

negaranegara lain dalam hal kemanusiaan. ’

® Ralph Adolph, Regulasi Pengawasan Detensi, Diluar Rumah Detensi Imigrasi
Indonesia, (Bandung : Widina Media Utama, 2016), h.1-23.

7 Zenita Reviska, "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif
Ham dan Hukum Internasional” Jurnal Sibatik, (2022), h.1-23.



Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016
tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, disebutkan bahwa :

1. Petugas Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) bertanggung jawab untuk
melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi.

2. Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan ditempat penampungan
dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan kenegara tujuan,
pemulangan sukarela, dan pendeportasian.®

Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Rumah Detensi

Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru, diketahui bahwa pada tanggal 20 Mei 2022,

Kota Pekanbaru menerima kedatangan 119 orang pengungsi Rohingya yang

dipindahkan dari Provinsi Aceh. Dalam waktu empat hari setelah kedatangan

tersebut, sebanyak 26 orang pengungsi dilaporkan meninggalkan tempat
penampungan. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 2022, sebanyak delapan
pengungsi lainnya kembali dilaporkan meninggalkan tempat penampungan
dengan cara memanjat pagar pembatas. Hingga saat ini, keberadaan mereka
masih dalam proses penelusuran oleh aparatur Rumah Detensi Imigrasi

(RUDENIM) Pekanbaru. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun

pengawasan keimigrasian merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam

Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tantangan dalam

pelaksanaannya masih ditemukan di lapangan. Hal ini penting untuk menjadi

perhatian guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan sesuai dengan

® Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang
Penanganan Pengunggsi Dari Luar Negeri Pasal 33



ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga upaya penanganan pengungsi
dapat terlaksana secara optimal. Pada 14 Desember 2023, sebanyak 13
pengungsi Rohingya ditemukan terlantar di trotoar Jalan Jenderal Sudirman,
Pekanbaru. Kelompok ini terdiri dari dua remaja perempuan, empat wanita
dewasa, satu balita laki-laki, dan enam pria dewasa. Salah satu pengungsi,
Syamsoel Alom (30), menyatakan bahwa mereka berasal dari Rohingya,
Bangladesh, dan baru tiba di Pekanbaru pada dini hari tersebut. Mereka tidak
memiliki identitas dan tidak mengetahui tujuan akhir perjalanan mereka.

Setelah ditemukan, para pengungsi ini dijemput oleh pihak kepolisian
dan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk pendataan lebih
lanjut. Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Pekanbaru
menunggu pendataan dari International Organization for Migration (IOM)
dan UNHCR untuk menentukan status dan penanganan selanjutnya.
Pemerintah setempat menegaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab
setelah ada kejelasan status dari IOM. °

Peristiwa ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pengungsi
Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia, serta upaya koordinasi
antara pemerintah daerah dan organisasi internasional dalam menangani

masalah pengungsi.®

% Raja adi siregar, “belasan pengungsi rohingya terlantar di pekanbaru”, https:/www.
detik.com/ (diakses pada 23 mei 2025).

Raja Adil, Belasan Pengungsi Rohingya Terlantar di Pekanbaru” , https:/www.
detik.com/ (diakses pada 25 Januari 2025.pukul 23.44 wib).
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Pada tahun 2024, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam
kedatangan pengungsi Rohingya. Sejak pertengahan November 2023 hingga
Mei 2024, tercatat 15 perahu tiba di Aceh dan Sumatra Utara, membawa total
2.026 pengungsi, dengan 73% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak

Di Pekanbaru, hingga Mei 2024, terdapat 476 pengungsi Rohingya
yang ditampung. Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam
penanganan pengungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menggelar sosialisasi
penanganan pencari suaka mandiri etnis Rohingya, seharusnya terawasi
namun kenyataan kurang terawasi.

Jadi dari permasalahan diatas sehingga saya tertarik membahas
mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Pekanbaru Dalam
Mengelolapengungsi  Rohingya Berdasarkan Kebijakan Keimigrasian

Nasional”.

.~Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan,
penelitian ini akan membatasi pembahasan pada Pelaksanaan Pengawasan
Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya
Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 yang berlaku
di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji
bagaimana kebijakan keimigrasian Indonesia, khususnya Undang-Undang No.
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun

2016, diterapkan dalam pengelolaan pengungsi Rohingya, terutama di



Rudenim Pekanbaru. Penelitian ini juga akan membahas secara mendalam
mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Rudenim, mencakup
prosedur, mekanisme, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan
bahwa pengungsi tersebut mematuhi peraturan yang berlaku selama proses
penanganan mereka. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi Kinerja
pengawasan yang diterapkan di Rudenim Pekanbaru, dengan menyoroti
kendala-kendala yang muncul di lapangan, seperti pengungsi yang melarikan
diri dari tempat penampungan, dan menganalisis sejauh mana kebijakan
nasional mengenai pengawasan dapat diimplementasikan secara efektif.
Dalam hal ini, penelitian juga akan meneliti peran koordinasi antara pihak
Rudenim, pemerintah daerah, dan organisasi internasional seperti IOM dan
UNHCR, yang terlibat dalam proses penanganan pengungsi Rohingya.
Terakhir, penelitian ini akan mengkaji bagaimana aspek kemanusiaan dapat
diakomodasi dalam pengawasan pengungsi di Rudenim Pekanbaru, mengingat
pengelolaan pengungsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga

dengan perlindungan hak asasi manusia mereka.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan keimigrasian rumah detensi imigrasi
Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan pasal 33 peraturan
presiden udang-undang nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan
pengungsi dari luar negeri?
2. Apa saja faktor — faktor penghambat dalam pengawasan keimigrasian

rumah detensi imigrasi pekanbaru terhadap pengungsi rohingya ?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang dicapai penelitian ini menjawab rumusan masalah yang
telah dijelaskan sebelumnya, yaitu :
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan keimigrasian rumah detensi
imigrasi pekanbaru terhadap pengungsi rohingya berdasarkan pasal 33
peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan
pengungsi dari luar negeri.

b. Untuk mengetahui apa saja faktor -faktor penghambat dalam
pengawasan keimigrasian rumah detensi imigrasi pekanbaru terhadap
pengungsi rohingya.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan di bidang
keimigrasian, khususnya terkait dengan pengelolaan pengungsi di
Indonesia, serta implementasi kebijakan keimigrasian yang berlaku.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan
mengenai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan keimigrasian,
khususnya dalam konteks pengawasan di Rumah Detensi Imigrasi
(Rudenim) Pekanbaru, yang dapat menjadi referensi untuk penelitian

lebih lanjut di bidang ini.
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b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi pihak terkait
dalam pengelolaan pengungsi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi,
Rudenim Pekanbaru, serta lembaga-lembaga internasional seperti IOM
dan UNHCR. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi
dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengungsi di
Rudenim, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan
perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat
menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih
efektif dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia, serta
meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan dan
pengawasan pengungsi, terutama yang berasal dari kelompok etnis
Rohingya.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan
literatur di bidang keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan
pengelolaan pengungsi dan kebijakan pengawasan imigrasi di
Indonesia. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang
bagaimana kebijakan nasional, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian, diterapkan dalam konteks pengungsi yang
datang ke Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengungsi
Rohingya. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang
berkaitan dengan pengelolaan migrasi internasional, pengawasan

keimigrasian, serta perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.



BAB Il

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teoritis
1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan
a. Pengertian Pengawasan

Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
Sedangkan wisatawan asing adalah orang yang melakukan perjalanan
wisata, yang datang memasuki negara yang bukan merupakan negara
asalnya. Karena adanya wisatawan asing ini maka pemerintah bertugas
untuk menjaga kedaulatan atas wilayah negara memerlukan adanya
suatu bentuk pengawasan.**

Pengawasan merupakan fungsi dari pelaksanaan tugas yang
disebut proses kegiatan dalam hal memastikan serta menjamin terkait
maksud dan target maupun kewajiban yang sudah dilakukan secara
optimal melalui konsep serta pedoman yang telah diatur. Dalam hal ini
untuk memberikan pelaksanaan dengan baik sebagai aparat penegak
hukum yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus mengerti terkait
pedoman yang telah diatur dalam regulasi . Peranan ini sangat penting
dalam pelaksanaan tugas mengingat jika aparat pelaksana fungsi
pengawasan belum paham terkait maksud serta sasaran dari

pengawasan tentunya finalisasi dari pengawasan yang ditujukan tidak

" Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
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sesuai dengan acuan utama serta tujuan yang diharapkan Yang
nantinya pengawasan tersebut dilaksanakan hanya sebagai formalitas
saja.’? Guna melaksanakan kebijakan keimigrasian yang bersifat
selektif, pemerintah Indonesia memerlukan kegiatan pengawasan
terhadap orang asing yang masuk, menjalankan aktivitas, dan keluar
dari wilayah Indonesia. Hal ini karena perpindahan orang sangat
berkaitan erat dengan isu-isu keimigrasian, seperti transnational
organized crime, perdagangan orang, pencucian uang, penyelundupan
orang dan senjata, narkotika, penyalahgunaan izin keimigrasian,
pemalsuan dokumen, pelanggaran HAM, dan tindak kejahatan lainnya.
Penyelenggaraan tindakan keimigrasian memerlukan kerangka yuridis
dan administrasi sebagai landasan bagi dasar kinerja keimigrasian.
Pemerintah Indonesia menuangkannya dalam bentuk peraturan
perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum yang
sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi
manusia (HAM).

Pemerintah Indonesia pada tahun 1992 mengeluarkan UU No.
9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Namun, dalam UU tersebut
dinilai terdapat norma yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan
multi penafsiran dalam melakukan tindak keimigrasian. Oleh karena
itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian sebagai pengganti dari UU No. 9 Tahun 1992

12 Ralph Adolph, “Regulasi Pengawasan Diluar Rumah Detensi Imigrasi Indonesia.”
(Bandung : Widina Media Utama, 2024 ) h.13.
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Tentang Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian, 2011)."* Lalu terdapat juga implementasi kebijakan
publik dalam pengawasan terhadap orang asing, implementasi hukum
kebijakan publik diberbagai kegiatan dan program pembangunan yang
dirancang secara baik oleh pemerintah ketika dilaksanakan ternyata
pencapaiannya tidak sesuai dengan rencana semula. Fakta yang ada
menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum di dalam
dokumen kebijakan ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai
realitas di lapangan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Menurut para ahli mengatakan bahwa implementasi berbagai
kebijakan dan program pembangunan di negara-negara berkembang
memang sangat sulit, hal tersebut masuk akal sebab ketika
implementasi kebijakan di negara-negara maju saja juga sulit
dilakukan, apalagi di negara-negara berkembang sebagaimana
dikatakan oleh McClintock: "The successful implementation of public
policy is difficult in the first world countries, it is more difficult in the
third world” Pada tingkat pemerintah daerah, banyak kasus dapat
dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah provinsi
dan kabupaten gagal menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tujuan
otonomi daerah sebagaimana dirumuskan secara ideal dalam UU yaitu
meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.. Implikasi kegagalan

3 Fitri Adi Setyorini, “Menakar Paradigma Keimigrasian Di Indonesia™Jurnal ilmiah
kajian keimigrasian Vol .,7,. No.1,. ( 2024), h.17-18.
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Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan
dan program pembangunan adalah masih  belum mampu
diwujudkannya agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan
publik, seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,
sanitasi dan air Dbersih, peningkatan kesempatan Kkerja, dan
pembangunan infrastruktur. Dari semua persoalan tersebut, tentu
agenda yang paling terpengaruh karena kegagalan pemerintah dalam
mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program mereka adalah
upaya untuk memerangi kemiskinan di negara ini seperti pengawasan
terhadap pengungsi.™
2. Tinjauan Umum Tentang Rumah Detensi Imigrasi
a. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Saat ini, di Indonesia telah ada tiga belas Rudenim yang
tersebar di berbagai kota, yaitu Jakarta, Medan, Pekanbaru,
Tanjungpinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado,
Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayapura. Undang-Undang No. 6
tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Rudenim
adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian
sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai
tindakan administratif keimigrasian. Ini berarti seharusnya Rudenim
hanya difokuskan untuk menampung orang asing yang melakukan

pelanggaran. Akan tetapi, Rudenim yang saat ini juga difungsikan

YAbu Samah, “ Kajian — Kajian Hukum Kebijakan Publik Di Indonesia > (Depok :
Rajawali Pers, 2023), Cet.Ke -1, h.30-32.
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untuk menampung para pengungsi disebabkan oleh keterbatasan
tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ada dalam
satu wilayah tertentu.

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru adalah unit
pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat
penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pengungsi
dari luar negeri. Wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)
Pekanbaru meliputi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan
Provinsi Jambi. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru
beralamat di J| OK M. Jamil Nomor 2A Kelurahan Simpang Tiga
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dalam menangani pengungsi
dari luar negeri seperti pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia,
Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru berkoordinasi
dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota
Pekanbaru yang bertugas menyediakan tempat penampungan bagi
pengungsi tersebut*®

b. Fungsi dan Tugas Rumah Detensi Imigrasi
1) Tugas Rudenim
Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi

Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing

' Irdha Afirda, Satrih Hasyim, and St Ulfah, “Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam
Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing” 1, no. 1 (2020): 1-21.

1 Hendry Andry, “Analisis Kinerja Seksi Keamanan Dan Ketertiban Pada Deteni Di
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru “ Jurnal Publika, Volume. 4, No.2 h. 237-
262,(2018).
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yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan
tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan
pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.
2) Fungsi Rudenim
a) Fungsi Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan
pendeportasian
b) Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan
c) Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga dan
d) Pelaksanaan Pengelolaan Tata Usaha. *

Fungsi Rudenim mengacu pada Peraturan Presiden No. 125
Tahun 2016 yaitu terkait dengan pengelolaan dan pengawasan
keimigrasian terhadap pengungsi berbeda dengan fungsi Rudenim
terkait deteni mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM
Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan
Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu Penindakan,
Pengisolasian, Pemulangan dan Pengusiran/deportasi.'® Salah satu asas
penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas
legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan
badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar
undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang
melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi

keadaan hukum warga masyarakat. Berdasarkan asas legalitas dalam

Y Hendry Andry, op.cit, h.6.
18 Afirda, Hasyim, “Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi
Warga Negara Asing.” Jurnal ilmu hukum Volume 1, No. 1 (Agustus 2020) h.1 — 40.
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tindakan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan rumah
detensi imigrasi oleh aparat keiimigrasian. Asas legalitas berkaitan erat
dengan gagasan dekomrasi dan gagasan negara hukum.Gagasan
demokrasi menuntut agar setiap bentuk undamg-undang dan berbagai
keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih
banyak memperhatikan rakyat.Gagasan negara hukum menuntut agar
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada
perundang-undangan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar
rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Menurut Sjachrab Basah,
asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis
anatara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat
berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat
hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharton,
akan menunjang perlakuan kepastian hukum dan berlakunya kesamaan

perlakuan.™

3. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

a. Pengertian Pengungsi
Disebutkan di Perpres Rl No0.125 Tahun 2016 Tentang
Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pengungsi adalah Pengungsi
dari luar negeri , yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah Orang
Asing yg berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan

1, h.34.

9 Abu Samah, “ Hukum Tata Negara” (Pekanbaru : cahaya firdaus, 2022), Cet.ke -1, jilid
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alasan Ras, Suku, Agama, Kebangsaan, Keanggotaan kelompok sosial
tertentu, dan Pendapat Politik yang berbeda serta tidak menginginkan
perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status
pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”
Pengungsi bermula dari sekelompok orang yang mencari suaka
di suatu negara namun belum mendapatkan pengakuan sebagai status
pengungsi oleh United Nation High Commissioner for Refugee
(UNHCR). UNHCR akan memberikan status pengungsi bagi pencari
suaka berdasarkan pertimbangan-pertimbanga tertentu. Status inilah
yang akan menjadi dasar bagi pengungsi untuk dilindungi dan dijamin
hak-haknya oleh hukum pengungsi internasional. Sebagai lembaga
yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan dan penanganan
pengungsi, UNHCR dibantu oleh organisasi internasional yaitu
International Organization for Migration (IOM). IOM dan UNHCR
selalu bekerja sama untuk menangani masalah perlindungan pengungsi
dan mengatur proses penempatan ke negara tujuan. Indonesia kerap
menjadi salah satu negara yang diperhadapkan pada permasalahan
pengungsi dari waktu ke waktu. Pada tahun 1975, Indonesia pertama
kali kedatangan pengungsi dari Vietnam yang masuk untuk berlindung
dari konflik perang saudara di negaranya. Hingga saat ini, sudah 48

tahun pengungsi dan pencari suaka masih terus bermigrasi ke

% Hendry Andry, op.cit h.6.
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Indonesia. Tentunya ada beberapa faktor yang mendorong Indonesia
dijadikan negara transit bagi pengungsi.

Salah satunya yaitu letak geografis wilayah Indonesia yang
cukup strategis karena diapit olen dua benua dan dua samudra
sekaligus yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua
Australia dan Benua Asia. Kondisi ini menyebabkan posisi negara
Indonesia berdekatan dengan negaranegara pengungsi seperti
Australia, Selandia Baru, New Zealand, dan Canada. Disamping itu,
bentuk negara maritim atau kepulauan dengan garis pantai yang luas
juga menjadi faktor penarik bagi para pencari suaka yang masuk ke
wilayah Indonesia melalui jalur-jalur ilegal karena masih sulit
terjangkau sepenuhnya oleh aparat penjaga perbatasan . Indonesia
bukanlah negara pengungsi karena tidak meratifikasi The 1951
Convention Relating to the Status of Refugees dan The 1967 Protocol
Relating to the Status of Stateless Person yang merupakan dasar dari
hukum pengungsi internasional. Pada hakikatnya hanya negara-negara
pihak dari konvensi ini yang berkewajiban menampung, melindungi
dan memenuhi hak-hak dasar pengungsi sebagaimana yang sudah
diatur disini. Walaupun demikian, dalam pasal 33 Konvensi 1951
terdapat asas non refoulement yang mengharuskan setiap negara untuk
tidak mengusir atau mengembalikan orang asing yang masuk ke
wilayahnya baik secara ilegal maupun legal dengan tujuan untuk
mencari suaka. Asas ini bersifat ius cogens (peremptory norms),

artinya ketentuan untuk tidak mengusir pencari suaka harus dilakukan
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oleh setiap negara baik negara pihak konvensi maupun bukan negara
pihak dalam keadaan apapun. Jadi, walaupun bukan negara pihak dari
konvensi dan protokol tentang pengungsi, Indonesia tetap
berkewajiban untuk menerima pencari suaka dan pengungsi. Selain itu,
kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi
penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) memberikan suatu
tuntutan tersendiri bagi pemerintah untuk menerima dan menampung
sementara pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia.
Indonesia menjadi bagian dari suatu deklarasi HAM terbesar di dunia
yaitu Universal Declaration of Human Rights 1948.

Hasil dari deklarasi inikemudian dikodifikasikan dalam hukum
positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi juga diatur secara
eksplisit tentang “hak setiap orang untuk mencari suaka” sebagaimana
yang tertulis pada Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Berbicara mengenai pencari suaka dan
pengungsi berarti berbicara juga mengenai HAM. Sebagai negara yang
menjunjung tinggi HAM, tentunya Indonesia tidak dapat menolak
kehadiran pencari suaka dan pengungsi. Faktor-faktor tersebut yang
menyebabkan Indonesia menerima kehadiran pencari suaka dan
pengungsi, sebagai negara transit sebelum nantinya dapat ditentukan

status pengungsi maupun penempatannya ke negara ketiga.*

?! Cantika Flora Nakoh. “Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka
Dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia “, Jurnal lImiah Uniersitas Batanghari Jambi Vol 24,.No.1,.
(2024), h.177.
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Pembahasan tentang pengungsi juga tercantum dalam UU No.
37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, BAB VI Tentang
Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi, Pasal 25 Ayat 1 dan 2
sebagai berikut (UU No. 37 Tahun 1999, 1999). ?* Konvensi 1951
tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang
yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan,
yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan
dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara
kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara
tersebut. Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat
tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan
keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara
asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu,
perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab
komunitas internasional. UNHCR bersama dengan para mitranya
mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk
memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka
terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang

paling tepat. %

22 Setyorini, “MENAKAR Paradigma Keimigrasian di Indonesia.”,Jurnal llmiah Kajian
Keimigrasian “Vol 7 No. 1( 2024), h.29.

ZUNHCR. (n.d.). Pengungsi. UNHCR Indonesia. From https:// www. unhcr.org/
id/pengungsi Diakses pada 8 maret 2025, pukul 23.50 ,
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Namun sebelum menjadi status pengungsi mereka dikategorikan
sebagai pencari suaka, yaitu adalah orang yang melarikan diri dari
negara asal mereka dan mencari perlindungan di negara lain, yang
dimana mereka harus mengajukan permohonan suaka hak untuk
diakui sebagai pengungsi dan menerima perlindungan hukum serta
bantuan materiil. Seorang pencari suaka harus menunjukkan bahwa
ketakutannya terhadap penganiayaan di negara asalnya beralasan.?*
Kemudian terkait dengan hukum kebijkan publik adalah aturan-aturan
yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku
mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi
sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga yang
mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Karena hukum menurut Van
Kan adalah "keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk
melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat". Jadi hukum
tersebut pada dasarnya alat atau sarana untuk menjaga dan mengatur
ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dan
menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa peraturan-peraturan
yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggar,
baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai

penguasa.”

* Dwi Aryani, “ Bedanya Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional https:// www.
hukumonline.com (diakses 8 Maret 2025, pukul 23.59).
% Abu Samah,. op.cit, h. 8.
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4. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Rohingya
a. Pengungsi Rohingya

Etnis Rohingya adalah orang-orang yang menempati wilayah
Rakhine atau yang dulunya dikenal sebagai Arakan, bagian barat dari
negara Myanmar. Dikarenakan fisik mereka yang berbeda dengan
sebagian besar masyarakat Myanmar membuat Myanmar tidak
mengakui etnis ini, bahkan orang Bangladesh yang memiliki kemiripan
dengan orang-orag etnis Rohingya juga tidak mengakui bahwa mereka
adalah bagian dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar yang tidak
mengakui etnis Rohingya ini menjadi akar dari konflik yang terjadi.
Bahkan pada tahun 2012 dan 2014, pemerintah Junta Militer Myanmar
melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang berpuncak pada
tahun 2015 di mana pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan
etnis Rohingya dan membuat mereka berstatus stateless. Menurut
laporan UNHCR, sejak tahun 2017 etnis Rohingya sudah mengalami
banyak jenis kekerasan bahkan 1,2 juta penduduknya terpaksa
mengungsi ke Bangladesh dan tiga negara yang juga menjadi tujuan
mereka vyaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Junta Militer
Myanmar telah melakukan berbagai hal terhadap etnis Rohingya yang
menyebabkan mereka luka-luka, gangguan kejiwaan, bahkan tewas.?®

Isu mengenai Pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah

negara Indonesia kembali marak, hal tersebut dikarenakan adanya

% Jihan Mayola, “Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-
20237, Jurnal Of Economics And Social Sciences Vol. 3,.No 2,. (2024), h.52.
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eskalasi gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia yang hingga
kini telah mencapai sebesar 1.478 orang. Mereka datang dan menyebar
ke bebarapa daerah di Indonesia. Kedatangan mereka yaitu bertujuan
untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan tempat tinggal dan
makanan. Semakin meningkatknya eskalasi pengungsi di Indonesia
tentu harus mendapatkan perhatian terutama hal-hal yang berkaitan
dengan penanganan para pengungsi. Meskipun pemerintah Indonesia
sebenarnya sampai saat ini belum meratifikasi Refugees Convention
1951 dan Protocol 1967, namun para pengungsi tetap diberikan tempat
penampungan sementara sebagai bentuk bantuan dan menjunjung
tinggi prinsip kemanusiaan dan kepedulian pemerintah Indonesia.
Sama halnya dengan apa yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya
yang secara bergerombol meninggalkan negara asalnya Myanmar
menuju negara-negara terdekat untuk mendapatkan perlindungan. Etnis
Rohingya dikenal sebagai etnis yang paling tertindas di muka bumi,
begitulah PBB menyebut mereka, karena mereka adalah orang-orang
yang didiskriminasi dan tidak diberikan pengakuan sebagai warga
negara oleh pemerintah Myanmar.

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Etnis Rohingya ini
merupakan imigran ilegal yang berasal dari negara tetangga yakni
Bangladesh. Implikasi lain dari tidak diberikannya pengakuan terhadap
kewarganegaraannya sebagaimana berdasarkan Undang-Undang

Kewarganegaraan Myanmar 1982, akhirnya etnis Rohingya tidak
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memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan pekerjaan,
tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hingga tidak mendapatkan hak
untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka di negara tersebut.
Atas dasar tersebut etnis Rohingya ini kemudian banyak didapati
keluar dari negara Myanmar menuju negara-negara terdekat untuk
mengungsi agar diberikan perlindungan.

Kelompok etnis Rohingya secara terpaksa keluar dari negara
asalnya untuk mendapatkan penghidupan tanpa diskriminasi, mereka
menyelamatkan diri karena putus asa terhadap perlakuan dari
pemerintah negara asal. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan
adalah keluar dari Myanmar menuju ke negara-negara tetangga melalui
jalur laut, sekelompok orang yang terdiri dari orang dewasa baik pria
ataupun wanita serta anak- anak menyeberangi lautan berhari-hari
dengan kapal-kapal nelayan dengan kondisi yang cukup
memprihatinkan. Mereka dengan jumlah yang banyak saling
berdesakan di dalam kapal sehingga masyarakat menyebut mereka
sebagai “Manusia Perahu” Rohingya. Salah satu negara tempat
persinggahan yang dituju oleh etnis tersebut adalah Indonesia sebagai
salah satu negara tetangga yang terdekat dengan Myanmar. Secara
hukum internasional Indonesia sebenarnya tidak memiliki kewajiban
dan kewenangan untuk bertindak dalam hal menerima maupun
memberikan tumpangan kepada para pengungsi tersebut, hal ini

dikarenakan sampai saat ini pemerintah belum melakukan
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peratifikasian terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
Tentang Pengungsi.?’

Konvensi PBB 1951 tentang status pengungsi juga
menyebutkan hak-hak pengungsi sebagai berikut :

1) Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif
2) Hak akan kebebasan beragama dan berkeyakinan
3) Hak akan kebebasan dari resiprositas

4) Hak untuk memperoleh layanan hukum

5) Hak untuk tempat tinggal

6) Hak memperoleh perlindungan umum

7) Hak memperoleh bantuan publik

8) Hak Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara
9) Hak untuk tidak dipulangkan paksa.

Konvensi tersebut merupakan instrumen mengenai status dan
berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip
dasar, terutama non-diskriminasi dan larangan pengusiran atau
pengembalian. Hingga saat ini Indonesia bukan negara pihak yang
meratifikasi Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 tentang Status
Pengungsi, akan tetapi Indonesia sangat menghormati isi dari
Konvensi tersebut karena sebagai bagian dari masyarakat
internasional, Indonesia harus tetap menghormati hukum kebiasaan

internasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait

" Elsa Aprina, “ Eskalasi Gelombang Pengungsi Rohingya Di Indonesia : Praktik
Penanganan Serta Implikasinya” , jurnal De facto, Vol. 11,. No. 2,. Januari (2025), h.288.
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pengungsi dan pencari suaka. Negara Indonesia menangani masalah

pengungsi atas dasar kemanusiaan sesuai DUHAM (Deklarasi Umum

Hak Asasi Manusia) dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125

Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara

normatif, Perpres No. 125 Tahun 2016 ini mengisi kekosongan hukum

pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Perpres Nomor

125 tahun 2016 ini berpihak terhadap pemenuhan hak asasi manusia

para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia

dengan menerapkan prinsip non- refoulement. Hal tersebut mengatur
bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan
seorang pengungsi di luar keinginannya, dengan cara apapun, ke
wilayah dimana dia takut kehidupan atau kebebasan nya terancam.

Menangani pengungsi terdapat empat prinsip yang harus ditaati setiap

negara tujuan, baik yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi

1951 dan Protokol 1967. Keempat prinsip itu adalah:

1) Prinsip larangan pemulangan (non- refoulement): Pengungsi tidak
boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apa pun ke
perbatasan wilayah dimana jiwa atau kebebasannya terancam,
terlepas apakah ia telah resmi diakui sebagai pengungsi atau
belum.

2) Prinsip larangan menghukum pengungsi yang masuk atau hadir
secara ilegal di wilayah suatu negara: Paragraf pertama Pasal 3

Konvensi 1951 disebutkan bahwa “Negara pihak tidak akan
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menjatuhkan hukuman atas alasan masuknya atau beradanya
pengungsi secara illegal
3) Prinsip non-diskriminasi: Pasal 3 Konvensi 1951 menyebutkan
bahwa negara- negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan
Konvensi ini terhadap pengungsi tanpa diskriminasi atas dasar ras,
agama, atau negara asal
4) Prinsip karakter manusiawi dalam hak suaka: Sejumlah konvensi
internasional menegaskan bahwa terdapat karakter manusiawi dan
damai di dalam hak suaka. Konsekuensinya, hak tersebut tidak
dapat dianggap tidak bersahabat atau mengundang permusuhan.®®
Hak asasi manusia adalah suatu unsur yang fundamental bagi
manusia bahkan sejak di dalam kandungan. HAM tidak hanya meliputi
hal-hal yang mencakup hak formal atau kebebasan negatif tetapi juga
kemampuan dasar dari seseorang harus diperhatikan dalam
mendapatkan kehidupan yang layak. Ada hal-hal mendasar yang harus
didapatkan manusia sebagai wujud ia mendapatkan hak asasi
manusianya yaitu hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, partisipasi
politik, dan lainnya. Namun terlepas dari semua itu, manusia juga
berhak untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mendapat
kebebasan positifnya. Kebebasan positif yang dimaksud di sini adalah
bebas dari diskriminasi, karena diskriminasi dapat memicu

ketertinggalan seseorang dalam memperoleh haknya. Sama dengan

%8 Afirda, Hasyim, op.cit, h.7-8.
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yang dialami oleh penduduk Rohingya yang kini berstatus stateless
sehingga tidak apat memperoleh haknya sama seperti warga negara
Myanmar lainnya. Pada tahun 2017, kurang lebih sebanyak 750.000
penduduk Rohingya terpaksa harus melarikan diri ke Bangladesh
karena adanya genosida yang dilakukan oleh tentara junta militer
Myanmar. Walaupun genosida yang dilakukan oleh tentaramiliter
namun semua ini dilakukan di bawah kekuasaan Aung San Suu Kyi
yang membuat citra Myanmar sebagai sebgai nobel perdamaian dunia
menjadi buruk . Ada lebih dari 400.000 orang yang menandatangani
petisi untuk pencabutan gelar nobel perdamaian dunia dari Aung San
Suu Kyi atas apa yang dilakukannya terhadap Rohingya atas apa yang
dilakukannya terhadap Rohingya. Selain munculnya banyak rasa tidak
aman akan keberlangsungan hidup penduduk Rohingya, hak-hak
mereka seperti memperoleh pendidikan atau kebersihan di tempat
pengungsian pun dirasa kurang manusiawi. Hal ini yang mendorong
Indonesia untuk menyelamatkan kemanusiaan dengan memberikan
banyak bantuan kemanusiaan. Ada banyak bantuan yang Indonesia
berikan dalam membantu orang-orang Rohingya ini, termasuk
memberikan bantuan secara fisik maupun berdialog dengan pemerintah

Myanmar.?®

% Jihan Mayola, Op Cit, hal 56-57.
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B.Penelitian Terdahulu
1. SATRIA PATRIA JUMANTRA, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBEDA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS
ROHINGYA PADA TAHUN 2012 — 2016.

Penelitian “Implementasi Kebijakan Pembeda Oleh Pemerintah
Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Pada Tahun 2012-2016" karya
Surya Patria Jumantara memiliki fokus pada bagaimana peran Rumah
Detensi Imigrasi dalam menangani pengungsi asing yang berada di
wilayah Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan peran
Rudenim dalam kerangka hukum Kkeimigrasian, Kkhususnya yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif,
sehingga lebih banyak menganalisis aspek peraturan dan kewenangan
hukum yang menjadi dasar bagi Rudenim dalam menangani pengungsi
luar negeri secara umum.

Sementara itu, penelitian berjudul “Pelaksanaan Pengawasan
Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi
Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024
juga membahas peran Rudenim, namun lebih difokuskan pada
pengawasan yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya secara spesifik
dan bagaimana pengelolaan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan
nasional keimigrasian secara menyeluruh. Persamaannya adalah sama-

sama mengangkat peran Rudenim dalam konteks pengungsi dan
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kebijakan keimigrasian. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan
pendekatannya; penelitian Surya lebih menyoroti aspek peran dan norma
hukum yang mendasari, sedangkan penelitian ini mengarahkan fokus
pada implementasi pengawasan serta sejauh mana pelaksanaannya
selaras dengan tujuan nasional dan efektif dalam konteks praktik di

lapangan.

. CANTIKA FLORA NAKOH1, ALIF MUHAMMAD FAJRIN, ALFI

RIDHO MASIR,(2024) DINAMIKA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI MANDIRI Dl
INDONESIA

Kedua penelitian tersebut membahas pengawasan keimigrasian
terhadap pengungsi di Indonesia, namun dengan fokus yang berbeda.
Penelitian pertama, "Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap
Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia"”, meneliti fenomena
pencari suaka dan pengungsi mandiri secara umum di Indonesia, termasuk
landasan hukum dan mekanisme pengawasannya. Sementara itu,
penelitian kedua, " Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi
Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal
33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, berfokus pada implementasi
pengawasan oleh RUDENIM Pekanbaru khusus terhadap pengungsi
Rohingya, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan. Dengan
demikian, meskipun keduanya membahas topik serupa, perbedaan utama

terletak pada fokus penelitian dan subjek pengungsi yang diteliti.
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3. SYARIF HIDAYATULLAH, RISKY NOVIALDI, (2023) PERAN KANTOR
IMIGRASI KELAS II TPl LHOKSEMAUWE : DINAMIKA
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA TAHUN 2015 — 2022.

Kedua penelitian ini fokus pada pengelolaan pengungsi Rohingya
di Indonesia, namun dengan pendekatan dan lingkup yang berbeda.
Penelitian pertama yang berjudul " Pelaksanaan Pengawasan Rumah
Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya
Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024"
menyoroti efektivitas pengawasan di rumah detensi Pekanbaru dengan
mengacu pada kebijakan keimigrasian nasional yang berlaku, serta
bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks
pengelolaan pengungsi. Sementara itu, penelitian kedua, "Peran Kantor
Imigrasi Kelas Il TPl Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi
Rohingya Tahun 2015-2022", lebih menitikberatkan pada peran Kantor
Imigrasi Lhokseumawe dalam penanganan pengungsi Rohingya dari
tahun 2015 hingga 2022, dengan fokus pada dinamika yang terjadi selama
periode tersebut.

Perbedaan utama terletak pada lokasi dan lembaga yang menjadi
fokus penelitian, serta periode waktu yang dibahas. Penelitian pertama
berfokus pada rumah detensi di Pekanbaru dan kebijakan keimigrasian
nasional, sementara penelitian kedua lebih mengarah pada Kantor
Imigrasi Lhokseumawe dengan rentang waktu yang lebih panjang,

menggali peran dan dinamika dalam penanganan pengungsi. Meski



UIN SUSKA RIAU

33

demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam topik utama, vyaitu
pengelolaan pengungsi Rohingya di Indonesia, dengan mengedepankan

kebijakan imigrasi sebagai landasan pengelolaan.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu, peneltian hukum empiris. Penelitian hukum
empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut
Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum empiris yaitu
penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi
dilapangan, Penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam
masyarakat.*°

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris bertujuan
untuk mengungkap pola prilaku yang ada didalam masyarakat sebagai
indikator yuridis melalui ungkapan perlilaku yang dapat diamati langsung
(actual behavior) oleh anggota masyarakat. Tindakan yang diamati tersebut
memiliki dua tujuan, yakni sebagai contoh perilaku yang diterima, diakui, dan
dihormati oleh masyarakat. serta sebagai standar yang ada di dalam
masyarakat. Tindakan tersebut diakui dan dihormati oleh masyarakat karena
sesuai dengan hukum (statuta), tidak mengganggu ketertiban umum (tata
tertib publik), dan tidak melanggar etika sosial yang ada didalam masyarakat.
%! penelitian hukum empiris ialah "Metode penelitian hukum yang bertujuan
untuk memahami hukum dalam lingkungan masyarakat”. Karena penelitian

ini berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode

% Abu Samah, “Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum”, (Pekanbaru :
Cahaya Firdaus, 2023), Cet.Ke -1, Jilid 1,h. 89.

3 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum”. (Bandung : Pt Citra Ditya
Bakti, 2024), Cet.Ke-1, Jilid 1, h. 35.
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penelitian hukum empiris dapat dicirikan sebagai penelitian hukum
sosiologis. Secara keseluruhan, penelitian hukum ini berbasis pada informasi
yang tersedia dimasyarakat, entitas hukum, atau institusi pemerintah. Dalam
penelitian empiris, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian utama, yaitu
Objek studi dan Sumber data yang dipakai. Objek studi dalam penelitian
hukum empiris merujuk pada perilaku hukum (legal behavior) yang
mencakup tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau masyarakat

yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian yuridis —
empiris, Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum
yang mengkaji penerapan aturan hukum dalam praktiknya dilapangan.®
Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum yang tertulis
(das sollen) diterapkan dalam kenyataan (das sein). Dalam penelitian ini,
pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-
undangan yang terkait, Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk
menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik.*
Pendekatan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum

yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan

%2 Iman Jlaludin, “Metode Penelitian Hukum”, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023),
h.8-10.

% Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik
Khas Dari Metode Meneliti Hukum” Jurnal llmu Hukum Vol .8.,No 1, Januari-Maret 2019.

% Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,
2006), Hal 17.
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pelaksanaan.®*® Pendekatan empiris memungkinkan pengumpulan data
langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi.
Data empiris memberikan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan
dan bagaimana masyarakat meresponsnya. pendekatan empiris memberikan
alternatif dengan mengumpulkan data langsung melalui survei, wawancara,
dan observasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik
hukum yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. pendekatan empiris
memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi
dengan masyarakat pendekatan empiris mampu memberikan wawasan
mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari,
Data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan observasi.*
Sedangkan Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan
interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam
sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter
kajian, yaitu, Pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (law
in action), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-
undang (law in the book). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum
yuridis sosiologis bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada
bukti empiris). Keempat, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum
(legal reality). Kelima, penekanan datanya pada memahami (verstehen) atas

makna (meaning) dalam pikiran/ide peneliti, yang berkaitan dengan tindakan

% Abu samah. Op Cit, h.89.

% Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi
Eksploratif di Indonesia™, Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol 3 No 3 November
(2024), h.60-63.
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hukum oleh individu-individu manusia. Penelitian hukum yuridis sosiologis
adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat
bantu (interdisipliner). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat
akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu
sosial, sehingga fokus studi penelitian yurudis sosiologis adalah
mendudukkan hukum sebagai pola perilaku manusia (law as a behavioral
system).*’

Dalam penelitian berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi
Pekanbaru dalam Mengelola Pengungsi Rohingya Berdasarkan Kebijakan
Keimigrasian Nasional”, Pendekatan Empiris-Yuridis digunakan untuk
mengkaji aspek hukum dan implementasi kebijakan keimigrasian terkait
pengungsi Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru.
Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian.*® Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.*® serta Peraturan Menteri Hukum
dan HAM yang terkait dengan pengawasan dan pengelolaan pengungsi di
Rumah Detensi Imigrasi.*® Selain itu, instrumen hukum internasional seperti

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 juga menjadi

%" Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum", (Jawa tengah : The Mahfud
Ridwan Institute, 2021), cet.1,jilid 1, h.22.

*®Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

% Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi
Dari Luar Negeri.

0 peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pengawasan Dan Pengelolaan
Pengungsi
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bagian dari kajian meskipun Indonesia bukan negara pihak, namun prinsip
non-refoulement tetap berlaku dalam praktik keimigrasian Nasional.**
Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
mengkaji bagaimana kebijakan keimigrasian diterapkan di Rumah Detensi
Pekanbaru dalam mengelola pengungsi Rohingya. Data empiris diperoleh
melalui wawancara dengan petugas imigrasi, pejabat terkait, dan pihak yang
berwenang dalam pengawasan rumah detensi.** Selain itu, dilakukan
observasi langsung mengenai kondisi di rumah detensi dan bagaimana
pengungsi dikelola. Studi lapangan juga menjadi bagian dari metode empiris
guna memahami tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan

keimigrasian.*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk tempat dimana proses
berlangsungnya penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh masalah
penelitian  berlangsung. Dalam penetapan lokasi penelitian harus
dipertimbangkan terlebih dahulu dikarenakan sangat diperlukan untuk
mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan
permasalahan yang ditentukan dan yang ada, penelitian ini difokuskan di
rumah detensi imigrasi (Imigrasi) pekanbaru, Jalan OK M. Jamil No. 2A,

Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi

“United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR), "1951 Refugee
Convention And 1967 Protocol

*2 Bobby agustin rachman, kasubsi administrasi dan pelaporan , wawancara , 3 maret
2025.

*® Hasil Observasi Dan Studi Lapangan Di Rumah Detensi Pekanbaru, 3 Maret 2025.
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Riau, 28131, Indonesia. Indonesia. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi
tersebut adalah karna peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan
mendalam mengenai proses pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta

efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam mengelola pengungsi rohingya.

D. _Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih secara sengaja oleh
peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau
keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam
penelitian kualitatif, informan menjadi sumber utama informasi karena
mereka dapat memberikan penjelasan mendalam terkait fenomena yang dikaji
berdasarkan pengalaman pribadi atau posisinya dalam suatu institusi atau
komunitas. Informan tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan
pertimbangan tertentu seperti tingkat pemahaman, keterlibatan dalam konteks
penelitian, serta kemauan untuk menyampaikan informasi secara terbuka.
Oleh karena itu, peran informan sangat penting dalam memberikan data yang
kaya dan kontekstual, yang kemudian digunakan untuk menganalisis dan
memahami isu penelitian secara menyeluruh.** Dalam penelitian kualitatif,

informan terbagi menjadi 3 yaitu :
1. Informan kunci, Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi
secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada

* Lexy J. Moleong,” Metodologi Penelitian Kualitatif « (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006), h.132.
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masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang
informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit
analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi,
informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut.

2. Infroman utama, dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama”
dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah
orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah
penelitian yang akan dipelajari.

3. Informan pendukung,  merupakan orang yang dapat memberikan
informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam
penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi
yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.*

Penelitian ini menggunakan tiga informan yang dipilih secara
purposive, yaitu Kasubsi Administrasi dan Pelaporan selaku pelaksana
kebijakan di Rudenim, petugas pengamanan deteni yang terlibat langsung
dalam pengawasan, serta seorang warga Rohingya sebagai subjek kebijakan.

Pemilihan ketiga informan ini dilakukan dengan pertimbangan agar

memperoleh data yang mendalam dan relevan sesuai fokus penelitian. Selain

itu, data juga dilengkapi melalui observasi lapangan serta dokumen sekunder
dari lembaga resmi dan organisasi internasional, sehingga informasi yang
diperolen dinilai cukup untuk menjawab rumusan masalah secara

komprehensif.

* Ade Heryana, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,”
Universitas Esa Unggul, no. December (2020): 1-14.
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Tabel 111.1
Informan
No Nama informan Keterangan
1. | Bobby Agustin Rachman A.Md. | Kasubsi Administrasi Dan
Pelaporan
2. | Muhammad Igbal Petugas Pengamanan Deteni
3. | Abdul Hamid Warga Rohingya

Su.mber - data primer dari hasil wawancara, 2025.

Pemilihan ketiga informan tersebut didasarkan pada relevansi posisi
dan pengalaman mereka dalam konteks penelitian. Bobby Agustin Rachman
dipilih karena jabatannya sebagai Kepala Sub Seksi Administrasi dan
Pelaporan yang memiliki otoritas dalam hal kebijakan serta pelaksanaan
pengawasan administratif terhadap pengungsi. Muhammad Igbal dipilih
karena berperan langsung dalam aspek teknis keamanan dan pengawasan
sebagai petugas pengamanan deteni, sehingga dapat memberikan gambaran
konkret terkait kondisi lapangan. Sementara itu, Abdul Hamid dipilih sebagai
representasi dari warga Rohingya yang mengalami langsung dampak dari
kebijakan keimigrasian, sehingga dapat memberikan perspektif dari sisi
subjek kebijakan. Ketiga informan ini diharapkan dapat memberikan data
yang komprehensif dari berbagai sudut pandang yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.

.~Jenis dan Sumber Data
Data dapat berarti fakta dari suatu objek yang diamati yang dapat
berupa angka-angka dan kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi

statistika, maka data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai
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bahan kesimpulan.*® Data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari
suatu pengukuran. Suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil
dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data/fakta yang akurat.
Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan suatu alat ukur atau yang
disebut instrumen yang baik. Alat ukur atau instrumen yang baik adalah alat
ukur/instrumen yang valid dan reliabel.*” Dalam penelitian ini penelitia
menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan
data langsung ke lapangan dengan berbagai metode misalnya observasi,
wawancara, dan lain sebagainya. Dibanding dengan data sekunder,
pengumpulan data primer lebih singkat waktunya karena langsung ke
objek penelitian. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan
atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Proses
pengumpulan data primer melibatkan penggunaan metode penelitian
seperti survei, wawancara, eksperimen, atau observasi langsung. 42

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi
informasi langsung dari para pihak yang terlibat dalam proses
pengawasan dan penanganan pengungsi Rohingya di Rumah Detensi

Imigrasi. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pejabat struktural

h.21

h.¥%

*® Siswandari. Statistika Computer Based. (Surakarta: LPP UNS Dan UNS Press, 2009),
*" Sunindya.R., Statistika untuk Praktisi Kesehatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),

*® Dita Kurnia Sari, “Pebedaan Data Skunder Dan Primer”, Https://Www.Dolab.Com/

(Diakses Pada Tanggal 14 ,2025)
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seperti Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan yang memahami
aspek kebijakan dan implementasi administrasi; petugas pengamanan
deteni yang memiliki informasi teknis terkait pelaksanaan pengawasan di
lapangan; serta pengungsi itu sendiri yang menjadi subjek kebijakan,
untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut berdampak secara
langsung terhadap kehidupan mereka di dalam detensi. Data primer ini
penting untuk memperoleh gambaran yang faktual dan mendalam, serta
untuk melihat keterkaitan antara pelaksanaan pengawasan di lapangan
dengan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku secara nasional.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh
pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian
yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat berasal dari berbagai
sumber, termasuk publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah, atau
sumber informasi online. Peneliti menggunakan data sekunder untuk
menganalisis, menginterpretasikan, atau memperluas pengetahuan tentang
topik tertentu tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara
langsung.*

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi
kepustakaan yang mencakup berbagai dokumen hukum, kebijakan, dan
literatur yang relevan. Jenis data ini meliputi Undang-Undang

Keimigrasian, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Hukum dan HAM,

“Admin Staiku, “ Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam
Penelitian" https://staiku.ac.id/ ( diakses pada 21 Februari 2024, 21:51)
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serta dokumen resmi lainnya yang mengatur mengenai pengawasan
terhadap pengungsi dan tata kelola Rumah Detensi Imigrasi. Selain itu,
data sekunder juga diambil dari laporan tahunan instansi terkait, artikel
ilmiah, jurnal, serta berita yang memuat informasi mengenai penanganan
pengungsi Rohingya di Indonesia. Data sekunder ini berfungsi untuk
memperkuat analisis teoritis dan sebagai landasan hukum dalam
mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kebijakan

yang berlaku secara nasional.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan

pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka

dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.

2.

Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung
fenomena atau objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk
memperoleh informasi secara objektif berdasarkan perilaku, kejadian,
atau kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya intervensi dari
peneliti.
Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi langsung

antara peneliti dan responden melalui tanya jawab. Metode ini bertujuan
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untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan,
pengalaman, atau pendapat responden terkait topik yang diteliti.
3. Studi Pustaka
Metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan
dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel,
peraturan perundang - undangan atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian.
4. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan
menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian.
Dokumen yang digunakan bisa berupa arsip, laporan, surat, foto, video,
atau rekaman yang mendukung kajian penelitian. Metode ini bertujuan
untuk memperoleh data yang bersifat objektif dan dapat dipertanggung

jawabkan sebagai bukti pendukung dalam analisis penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis
hukum dalam upaya memperolen kesimpulan dari penelitian yang
dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.
Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis
kualitatif. melalui model Interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari
tiga tahapan utama. Pertama adalah reduksi data, dimana semua data yang
telah dikumpulkan dari berbagai teknik disaring dan difokuskan hanya pada

aspek-aspek yang relavan dengan pokok masalah penelitian, seperti sistem
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administrasi pengawasan, pola koordinasi antarlembaga, serta penerapan
kebijakan nasional. Kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dengan
menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel atau matriks
untuk mempermudah pemahaman terhadap keterkaitan antar data. Terakhir,
dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap di mana peneliti
merumuskan temuan utama berdasarkan pola yang muncul dari data dan
mengujinya kembali melalui teknik triangulasi.>®

Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, peneliti
menggunakan metode Triangulasi, baik dari sisi sumber maupun teknik
pengumpulan data. Hasil wawancara dibandingkan dengan data observasi
dan dokumen, guna menghindari bias dan menjamin keakuratan informasi. Di
samping itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap interpretasi
data melalui konfirmasi langsung kepada narasumber yang telah
diwawancarai. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga integritas hasil

penelitian dan memperkuat keabsahan temuan yang dihasilkan.>

%0 Matthew B,” Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru”
terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Ul-Press, 1992), h.20-23.

5! Lexy J. Moleong,” Metodologi Penelitian Kualitatif”, edisi revisi (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2017), h.330-332.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Pelaksanaan Pengawasan

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Rumah Detensi Imigrasi
(Rudenim) Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya telah dilakukan
berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016,
terutama melalui pendataan dan pemantauan administratif. Namun, dalam
praktiknya, pengawasan di luar tempat penampungan masih lemah dan
belum maksimal.

2. Rudenim menghadapi berbagai hambatan dalam pengawasan, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas, dan belum
adanya regulasi teknis lanjutan yang secara spesifik mengatur mekanisme
pengawasan pengungsi.

3. Terdapat ketidaksesuaian antara fungsi awal Rudenim sebagai tempat
detensi dengan tugas tambahan untuk mengawasi pengungsi, yang
menimbulkan kebingungan pelaksanaan tugas dan berdampak pada

kurang efektifnya pengawasan di lapangan.
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4. Kurangnya koordinasi antar instansi, baik nasional maupun internasional
(seperti UNHCR dan IOM), menjadi salah satu faktor penghambat
pengelolaan pengungsi yang menyeluruh dan berbasis perlindungan hak

asasi manusia.

B.-Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran
yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya penguatan regulasi pelaksana dan kebijakan teknis yang
lebih rinci mengenai tugas Rudenim dalam mengawasi pengungsi, agar
tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan dapat menjamin kejelasan
pelaksanaan di lapangan.

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas Rudenim melalui
pelatihan yang berkelanjutan, khususnya terkait dengan pendekatan
berbasis hak asasi manusia dalam menangani pengungsi.

3. Mendorong sinergi dan koordinasi yang lebih intensif antarinstansi, baik
di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dengan organisasi internasional
seperti UNHCR dan I10M, guna memastikan sistem pengawasan dan
perlindungan pengungsi berjalan secara terpadu.

4. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang
memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, serta memastikan
pengungsi mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak dan

perlindungan hukum sesuai standar internasional.
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